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Abstrak 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang 

mendapatkan nilai dibawah “CC” atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Ketapang masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan good governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 

akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. 

Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 30 pejabat pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Pengolahan data 

menggunakan model penelitian analisis SEM berbasis varian (PLS) dengan 

menggunakan software WarpPLS 7.0. Pengujian PLS pada penelitian ini 

menggunakan evaluasi model pengukuran dengan konstuk reflektif, evaluasi model 

struktural dengan melihat R-Square, pengujian hipotesis, dan uji statistik deskriptif.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh bahwa good 

governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan akuntabilitas publik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. 

Kata Kunci: Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 

Akuntabilitas Publik, Kinerja Organisasi, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintah daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang 

lebih efektif, efisien dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah dituntut agar 

memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan 

memberikan pelayanan terbaik secara berkualitas dan transparan melalui tata kelola 

yang baik. Menurut Mahsun (2015), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana 

strategis suatu organisasi. Dalam organisasi sektor publik, kinerja dapat diukur 

melalui elemen aparatur pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan yang 

memiliki tanggungjawab dalam mencapai kinerja yang baik. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang 

merupakan salah satu organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan 

publik yang baik dan layak kepada masyarakat. Masalah-masalah dalam pelayanan 

publik khususnya administrasi ini pun sering muncul karena Dinas 

Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berhubungan langsung 

dengan semua masyarakat dalam memberikan pelayanan publik mulai dari e-KTP, 
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kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat nikah dan surat-surat 

kependudukan lainnya. Hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 49 Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Kabupaten Ketapang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

masih mendapatkan nilai dibawah “CC” (ketapangkab.go.id). Hal ini memberikan 

gambaran bahwa akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ketapang masih belum optimal dan perlu perbaikan.  

Perolehan predikat “CC” dalam penilaian tersebut tidak terlepas dari 

implementasi good governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

belum optimal. Menurut Mardiasmo (2009) good governance merupakan konsep 

pendekatan yang berorientasi kepada pelayanan sektor publik oleh pemerintah yang 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam indikator upaya partisipasi masyarakat, taat 

hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, 

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Implementasi prinsip-

prinsip good governance di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Ketapang masih mengalami hambatan atau kendala. Hal ini dilihat efektivitas dan 

efisiensi kurangnya pegawai dan fasilitas atau sarana dan prasarana dalam 

menunjang pembuatan e-KTP menimbulkan pelayanan yang terkesan lambat dan 

masyarakat yang dilayani juga kurang, sehingga berdampak pada lemahnya 

partisipasi masyarakat dalam membuat e-KTP. Data menunjukkan bahwa dari 

576.556 jiwa masyarakat Kabupaten Ketapang yang wajib melakukan perekaman 

e-KTP ialah sebanyak 403.000 jiwa, yang sudah melakukan rekam data 

kependudukan sekitar 300.000 jiwa dan sisanya masih belum memiliki e-KTP.  

(ketapangkab.go.id).  
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 

sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan pemeriksaan APIP yang dilakukan 

oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Barat dari tahun 2006 sampai dengan semester II tahun 2019, 

kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang salah satunya 

adalah belum maksimalnya penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di masing-masing unit kerja (bpkp.go.id).  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai 

organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan yang baik dan layak kepada 

masyarakat, tentunya telah berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan 

memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Ketapang. Upaya perbaikan kinerja saat ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya 

surat himbauan secara tertulis Nomor: 470/156/Disdukcapil/2019 kepada seluruh 

masyarakat Kabupaten Ketapang untuk segera melakukan pembuatan e-KTP dan 

surat kependudukan lainnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan 

percepatan kepemilikan KTP (dukcapil.ketapangkab.go.id). Selain itu untuk 

mewujudkan tercapainya kinerja, pemerintah juga membutuhkan suatu sistem yang 



4 
 

 
  

dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan 

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Upaya 

tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sistem pengendalian di Pemerintah 

Kabupaten Ketapang dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 

tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten 

Ketapang, dimana penerapan SPIP tersebut diawasi secara rutin oleh Inspektorat. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai organisasi 

sektor publik dituntut pula untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. 

Tata kelola yang baik dihasilkan oleh penerapan transparansi dan akuntabilitas. 

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas mendorong pada munculnya tekanan 

untuk pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya 

tujuan organisasi (Halim dan Syam, 2014).  

Upaya-upaya perbaikan kinerja diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang 

Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Ketapang tahun 2016 ─ 2021, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan 

kinerja melalui indikator peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan 

penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang matang pada setiap 

instansi. Adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yang telah dilakukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang ini, selaras pula 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti dan Nugraha (2019) yang 

menyatakan bahwa good governance dan sistem pengendalian internal 

mempengaruhi kinerja. Damayanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas publik 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Noviyana dan Pratolo (2018) 

menemukan hasil bahwa akuntabilitas merupakan variabel intervening antara 

sistem pengendalian intern pemerintah dan motivasi kerja terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Serta Nasir dan Gunawan (2019) dan Kurniawan (2014) yang 

menyatakan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.  

Walau demikian, hasil temuan Damayanti (2017) dan Sutirah (2018) 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja. Penelitian terdahulu menemukan bahwa akuntabilitas 

berpengaruh terhadap kinerja dan dapat menjadi variabel perantara, yakni 

penelitian Noviyana dan Pratolo (2018) menemukan hasil bahwa SPIP berpengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah melalui akuntabilitas publik sebagai variabel 

intervening dan Damayanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas publik 

berpengaruh positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah.  Oleh karena itu, 

penelitian ini akan menggunakan variabel akuntabilitas publik sebagai variabel 

perantara antara faktor good governance, dan sistem pengendalian intern 

pemerintah, terhadap kinerja organisasi. Penggunaan akuntabilitas sebagai variabel 

perantara karena akuntabilitas akan mendorong pada munculnya tekanan untuk 

pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan 

organisasi (Halim dan Syam, 2014). Serta adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi 

pemerintah wajib melakukan implementasi akuntabilitas dalam rangka peningkatan 
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kinerja. Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Governance dan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan 

Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Mediasi”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki masalah dalam 

pelayanan publik khususnya administrasi yang berhubungan langsung dengan 

semua masyarakat dalam memberikan pelayanan publik mulai dari e-KTP, kartu 

keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat nikah dan surat-surat kependudukan 

lainnya. Hasil evaluasi atas laporan kinerja tahun 2018 juga menunjukkan bahwa 

dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil masih mendapatkan nilai dibawah “CC” (ketapangkab.go.id). Hal ini 

memberikan gambaran akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih belum optimal. Hal ini tidak terlepas 

dari implementasi good governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) yang belum optimal. Nurbaeti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa 

sistem pengendalian intern pemerintah dan good governance mempengaruhi 

kinerja instansi. Namun, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat 

variabel yang tidak berpengaruh terhadap kinerja, sehingga memungkinkan ada 

variabel lain yang dapat menjadi perantara antara faktor, good governance, SPIP 

dan kinerja. Noviyana dan Pratolo (2018) dan Damayanti (2017) menyatakan 

bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian terdahulu juga menemukan adanya hubungan positif antara good 
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governance dan SPIP terhadap akuntabilitas (Nasir dan Gunawan, 2019; 

Kurniawan, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini akan menambahkan variabel 

akuntabilitas sebagai faktor perantara antara faktor good governance dan sistem 

pengendalian intern pemerintah, terhadap kinerja organisasi. Peneliti ingin menguji 

apakah terdapat peran ke-tiga faktor tersebut terhadap kinerja organisasi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Good Governance berpangaruh terhadap Akuntabilitas 

Publik ? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Publik ? 

3. Apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja 

Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pemerintah Kabupaten Ketapang?   

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor good 

governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik 

terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ketapang.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :  

1. Kontribusi teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah 

serta akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga 

dapat menjadi sumber referensi dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya pada objek yang berbeda. 

2. Kontribusi praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi 

aparatur pemerintah atau sumber daya manusia yang bekerja di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk 

selanjutnya dijadikan acuan dalam memahami penerapan good 

governance dan sistem pengendalian intern pemerintah serta peran 

akuntabilitas publik agar dapat meningkatkan kinerja organisasi pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Organisasi Sektor Publik  

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan 

kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar 

melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di Indonesia, 

berbagai organisasi dalam cakupan sektor publik antara lain badan-badan 

pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di 

mana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang 

pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi massa (Mahsun, 2015). 

Secara kelembagaan, wilayah publik meliputi organisasi non laba pemerintahan dan 

organisasi non laba nonpemerintahan. Badan-badan seperti pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah lainnya, merupakan bentuk 

organisasi pemerintah. Sedangkan bentuk organisasi non laba non pemerintahan 

ialah organisasi sukarelawan, rumah sakit swasta, sekolah tinggi dan universitas 

swasta, yayasan, LSM, BUMN.BUMD, organisasi keagamaan, organisasi politik, 

dan lain sebagainya (Renyowijoyo, 2012).  

2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik 

Membahas mengenai kinerja tentu tidak terlepas dari beberapa teori yang 

berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan berikut ini. Kinerja ialah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan 

atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 
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tertuang dalam sebuah skema strategi (Bastian, 2006). Sedangkan menurut Mahsun 

(2015) kinerja didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

nilai organisasi yang tertuang dalam strategic planning organisasi. Sementara 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dijelaskan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau 

program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok 

individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria 

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak dicapai 

(Mahsun, 2015).  

2.2.1. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor 

publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat 

laba, efisiensi dan juga ukuran finansial. Bastian (2006) mengatakan bahwa 

indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Mahsun (2015) kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:  

1. Kelompok masukan (input) ialah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.  

2. Kelompok proses (process) ialah ukuran kegiatan, baik dari segi 

kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan 

tersebut.  
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3. Kelompok keluaran (output) ialah sesuatu yang diharapkan langsung 

dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) 

maupun tidak berwujud (intangible). 

4. Kelompok hasil (outcome) ialah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang 

mempunyai efek langsung. 

5. Kelompok manfaat (benefit) ialah segala sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.  

6. Kelompok dampak (impact) ialah pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif. 

2.2.2. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Tercapainya tujuan lembaga atau organisasi dapat dikatakan salah satu 

wujud dari keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, 

diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga atau organisasi tersebut. Halim dan 

Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan suatu 

sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu 

strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja 

penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.  

Bastian (2006) mengemukakan bahwa pengukuran dan pemanfaatan 

penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan 

memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Secara rinci, 
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Mardismo dalam Halim dan Syam (2014) menyebutkan beberapa manfaat 

disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen. 

2. Memberikan arah untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.  

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja.  

4. Sebagai dasar untuk meberikan pengahargaan dan hukuman secara 

objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati.  

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas pengukuran kinerja dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud, yaitu (Mardiasmo, dalam Halim dan Syam, 2014): 

1. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja 

pemerintah, maksudnya pemerintah berfokus pada tujuan dan organisasi 

dalam memberikan pelayanan publik.  
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2. Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan.  

3. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik 

dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.  

2.3. Akuntabilitas Publik  

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas Publik  

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk 

pertannggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja 

individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (atau pekerja individu) 

bertanggungjawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2015). Akuntabilitas merupakan salah satu 

pilar good governance yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah 

dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini 

sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik 

yang diberikan (Dwipayana dan Eko, 2003). 

Halim (2004) memberikan pengertian mengenai akuntabilitas sebagai 

berikut:  

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi 

kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta 

kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.” 
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Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) pengertian akuntabilitas publik 

adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut.” 

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018) terdiri atas dua macam, 

yaitu:  

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dam 

pemerintah pusat kepada MPR.  

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) 

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas.  

2.3.2. Dimensi Akuntabilitas Publik  

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 

terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) 

menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh 

organisasi sektor publik yaitu: 
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1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait 

dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain 

yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 

2. Akuntabilitas Proses  

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah.  

3. Akuntabilitas Program  

Akuntabilitas program terjait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dengan biaya yang minimal.  

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Oleh karena itu, indikator yang digunakan pada variabel akuntabilitas 

publik dalam penelitian ini adalah indikator terkait akuntabilitas kejujuran dan 

akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas 

kebijakan. 
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2.4. Good Governance  

2.4.1. Konsep Dasar Good Governance  

World Bank dalam Mardiasmo (2009) memberikan pengertian tentang 

good governance sebagai konsep pendekatan yang berorientasi kepada 

pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sementara Dwipayana dan 

Eko (2003) secara rinci menjelaskan good governance adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang bertanggungjawab serta efisien dan efektif. Menurut pandangan 

dari United National Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012), 

governance (pemerintah) dikatakan baik (good) apabila sumber daya publik dan 

masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon 

dari kebutuhan masyarakat. Terselenggaranya good governance merupakan 

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan 

cita-cita bangsa dan negara (Mardiasmo, 2018).  

2.4.2. Pilar-Pilar Good Governance  

Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2018) terdapat tiga pilar elemen 

dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan good 

governance yaitu: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, 

lingkungan, ekonomi dan sosial; 

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis 

serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan 

mengemukakan pendapat atau aspirasi masyarakat; 
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3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang 

dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun 

kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberikan amanah 

puas dan bila ada atau tidak puas dapat kena sanksi.  

2.4.3. Tujuan Good Governance 

Agung (2005) mengungkapkan tujuan dari diterapkan good governance 

dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel. 

Dalam Peraturan Menteri Negataara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari good governance adalah:  

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya 

bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah 

timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela 

seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.  

2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang 

mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada 

masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, 

berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).  

3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan 

tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.  
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4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta 

dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan 

prima kepada publik.  

5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab 

atas setiap proses dan kinerja atau hasil dari program maupun kegiatan, 

sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.  

2.4.4. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa, karakteristik atau prinsip-

prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good governance, meliputi: 

1. Partisipasi masyarakat (participation) 

Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. Prinsip ini mendorong agar semua masyarakat mau 

memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu melalui 

lembaga-lembaga perwakilan yang sah maupun yang telah ditetapkan. 

Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, 

mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara 

konstruktif. Dengan dilibatkannya masyarakat dan turut serta dalam 

proses tersebut, maka itulah yang disebut adanya pemikiran yang 

demokratis.  
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2. Tegaknya supremasi hukum (rule of law) 

Penegakan hukum yang adil dan dilaksanakann tanpa pandang bulu. 

Semua yang telah diatur dalam hukum tidak ada yang diistimewakan, 

semua harus sama dimata hukum. Dalam prinsip ini juga termasuk 

didalamnya hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.  

3. Transparansi (transparency) 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang 

tersedia harus memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang 

dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi 

yang transparan akan menciptakan kepercayaan yang timbul antara 

pemerintah dan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses 

informasi.  

4. Daya tanggap (responsiveness) 

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholder. Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan 

respon yang cepat, proses pemerintahan pun harus berusaha melayani 

semua pihak yang berkepentingan dengan baik. 

5. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation) 

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata 

pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-

kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus 

menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok 
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masyarakat, dan bila mungkin konsesus dalam hal ini kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur. Dalam hal ini harus mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.  

6. Kesetaraan (equity) 

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga 

masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya.  

7. Efektivitas dan efisiensi (efficiency and effectiveness) 

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna 

(efisien) dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan 

pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada 

secara optimal dan bertanggung jawab. Harus ada pengawasan agar 

tercapai sebuah efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan.  

8. Akuntabilitas (accountability) 

Pertanggungjwaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan 

dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-

pihak terkait. Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada 

lembaga maupun organisasi yang berkepentingan. Bentuk 

pertanggungjawaban yang diberikan masing-masing pihak berbeda satu 

dengan yang lainnya, sesuai dengan jenis organisasi bersangkutan. Agar 

apa yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dipantau juga oleh para 

pemangku kepentingan.  
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9. Visi Strategis (strategic vision) 

Penyelanggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang 

jauh kedepan. Setiap kegiatan yang direncanakan harus memiliki tujuan 

yang jelas bagi masyarakat. Para pemimpin dan masyarakat memiliki 

pandangan yang jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan 

dibutuhkan di masa yang akan datang, sehingga prinsip ini harus 

berorientasi bagi cita-cita masa depan.  

2.4.5. Indikator Prinsip-Prinsip Good Governance  

Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance tentu harus ada sebuah 

ukuran atau indikator untuk mengetahui mengapa prinsip tersebut dikatakan sudah 

diterapkan. Berikut adalah indikator prinsip-prinsip good governance menurut 

LAN (2003):  

1. Partisipasi  

a. Intensitas dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan 

kebijakan.  

b. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan 

pemerintahan.  

2. Taat hukum  

a. Kualitas pelaksanaan penegakkan hukum.  

b. Ketersediaan dasar hukum.  

3. Transparansi  

a. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi 

publik.  
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b. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.  

4. Daya tanggap  

a. Ketersediaan dan kejelasan mekanisme dan prosedur pengaduan.  

b. Kecepatan dan ketepatan Pemda dalam menanggapi pengaduan.  

5. Berorientasi pada konsesus 

a. Berkembangnya ekonomi masyarakat 

b. Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat 

6. Kesetaraan  

a. Ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan 

pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan.  

b. Kualitas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan yang tidak 

diskriminatif.  

7. Efektivitas dan efisiensi  

a. Tingkat ketepatan pemberian pelayanan, perlindungan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

b. Tingkat efisiensi jalannya pemerintahan.  

8. Akuntabilitas  

a. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan.  

b. Pertanggungjawaban kinerja.  

9. Visi strategis  

a. Kejelasan arah pembangunan daerah yang direncanakan. 

b. Konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.  

Oleh karena itu, indikator yang digunakan pada variabel good governance 

dalam penelitian ini adalah indikator terkait dengan partisipasi, taat hukum, 
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transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan 

efektif, akuntabilitas dan visi strategis.  

2.5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission 

(COSO) dalam Boynton et al (2002) pada tahun 1994 menerbitkan Internal 

Control-Integrated Framework yang menyatakan bahwa pengendalian internal 

merupakan pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar 

tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan prosedur. COSO 

menyebutkan, terdapat lima komponen pengendalian internal yang harus diterapkan 

untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu: 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai 

berikut:  

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” 
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2.5.1. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  

Unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environtment) 

Pimpinan instansi pemerintah dalam keseluruhan organisasi yang 

menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian 

intern dan manajemen yang sehat melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang 

efektif; 

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Hal pertama dilakukan berkaitan dengan pengendalian internal dalam 

sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian denga tujuan 

strategi yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan telah dilaksanakan, 

tahap selanjutnya adalah melakkan identifikasi risiko atas risiko 

internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
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pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang 

mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari 

yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan 

penilaian risiko diatas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dan 

membangun kegiatan pengendalian yang tepat.  

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) 

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan 

prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah 

dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang 

diselenggarakan oleh intansi pemerintah menurut PP Nomor 60 tahun 

2008 dapat berupa:  

a. Reviu atas kinerja intansi pemerintah yang bersangkutan.  

b. Pembinaan sumber daya manusia.  

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.  

d. Pengendalian fisik atas aset.  

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.  

f. Pemisahan fungsi.  

g. Otoritas atas transaksi dan kejadian penting.  

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 

kejadian. 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 
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k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta 

transaksi dan kejadian penting.  

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan informasi 

sebagai data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau 

lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan umpan balik.  

5. Pemantauan (Monitoring) 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan 

pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan 

salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi 

melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern 

mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya 

manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. 

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman 

teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, 

pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi 

auditor aparat pengawasan intern pemerintah.  
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2.6. Kerangka Konseptual  

2.6.1. Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Publik  

Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan good governance adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan 

efektif. Agung (2005) mengungkapkan tujuan dari diterapkan good governance 

dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel. 

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governance yang merupakan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk 

kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban terhadap 

pelayanan publik yang diberikan (Dwipayana dan Eko, 2003). Maka pemerintah 

sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk 

menyelenggarakan pemerintahan berdasar prinsip-prinsip good governance 

sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan 

akurat, maka visi dan misi serta tujuan pemerintah dapat tercapai.  

2.6.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap 

Akuntabilitas Publik  

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas 

dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern 

yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Teori COSO mengemukakan salah 

satu komponen pengendalian yakni pemberian informasi dan komunikasi sebagai 

wujud tanggung jawab pengendalian intern. Manajemen membutuhkan informasi 

yang relevan, begitupula dengan masyarakat sebagai penerima layanan juga 
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membutuhkan informasi yang berkualitas. Informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sehingga terjalinnya komunikasi yang 

terus-menerus (Boynton, et al., 2002). Melalui terwujudnya sistem pengendalian 

intern di lingkungan pemerintah yang bertanggungjawab maka tata kelola 

pemerintah daerah yang baik akan tercapai yang ditandai dengan tercapainya visi 

dan misi serta tujuan instansi pemerintah. 

2.6.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang 

Halim dan Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai 

capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. 

Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer 

dalam menghasilkan pelayan publik yang lebih baik. Kinerja tersebut harus diukur 

dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Hal ini didukung secara tertulis dalam 

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah bahwa dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja melalui laporan 

kinerja sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih bertanggungjawab 

dan lebih berdaya guna. Akuntabilitas mendorong pada munculnya tekanan untuk 

pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan 

organisasi (Halim dan Syam, 2014). Kinerja organisasi pemerintah daerah yang 

dilihat dari laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauh mana organisasi 

pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini 

menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, organisasi pemerintah daerah 
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memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga 

kinerja organisasi pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun 

pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi kinerja 

organisasi pemerintah daerah. 

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu  

Hasil penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini. Beberapa 

penelitian jika dibandingkan telah memiliki hasil yang sama. Namun, ada pula 

beberapa penelitian yang memiiki hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nurbaeti dan Nugraha (2019) meneliti tentang “Pengaruh Good Governance 

dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah 

Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah 

Kabupaten Garut)”, hasil penelitian menemukan bahwa good governance dan 

sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelayanan publik.  

Walaupun demikian, ada beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa 

ada faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja, yaitu penelitian oleh 

Damayanti (2017) tentang “Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah” (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli 

Serdang) menemukan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap 



30 
 

    
 

kinerja instansi pemerintah, dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas menemukan bahwa terdapat 

variabel yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja, sehingga 

memungkinkan ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja yang dapat 

menjadi perantara antara faktor, good governance, Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan kinerja. Penelitian oleh Noviyana dan Pratolo (2018) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel 

Intervening” (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten), 

menemukan hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kabupaten Klaten 

melalui Akuntabilitas Publik sebagai variabel intervening. Nasir dan Gunawan 

(2019) meneliti tentang “Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” 

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat), menyatakan bahwa 

Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

terhadap Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif signifikan. Kurniawan (2014) 

meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Good Governance Government Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat)”, hasil penelitian ini menemukan bahwa 

variabel karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif 

terhadap performa manajerial. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa good 
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governance yang baik pada Instansi pemerintah berdampak positif terhadap 

akuntabilitas instansi pemerintah.   

Tabel 2.1.  

Penelitian Tedahulu  

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Nurbaeti 

dan 

Nugraha 

(2019) 

Pengaruh Good 

Governance dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

terhadap Kinerja 

Aparatur 

Pemerintah 

Daerah dan 

Implikasinya 

Pada Pelayanan 

Publik (Studi 

Kasus di 

Pemerintah 

Kabupaten Garut) 

Variabel 

independen: 

X1: Good 

Governance  

X2: Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

 

Variabel dependen: 

Y: Pelayanan 

publik  

 

Variabel 

intervening:  

Z : Kinerja 

aparatur 

pemerintah 

daerah 

1. Good Governance 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Aparatur Pemerintah 

Daerah  

2. Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Aparatur Pemerintah 

Daerah  

3. Kinerja aparatur 

pemerintah daerah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap pelayanan 

publik 

 

2. Damayanti 

(2017) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Internal, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Akuntabilitas 

Publik terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah” 

(Studi Kasus 

Pada Satuan 

Kerja Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten Deli 

Serdang) 

Variabel 

independen: 

X1: Pengendalian 

Intern 

X2: Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi  

X3: Akuntabilitas 

Publik 

 

Variabel dependen: 

Y: Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

 

1. Pengendalian Intern 

tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah 

2. Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Akuntabilitas Publik 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

3. Noviyana 

dan Pratolo 

(2018) 

 

 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Intern dan 

Motivasi Kerja 

Variabel 

independen: 

X1:  

1. Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh 

positif terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 
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 terhadap Kinerja 

Instansi  

Pemerintah 

dengan 

Akuntabilitas 

Publik Sebagai 

Variabel 

Intervening” 

(Studi pada 

Organisasi 

Perangkat Daerah 

Kabupaten 

Klaten) 

Sistem 

Pengendalian 

Intern  

 

 

X2: Motivasi 

Kerja 

 

Variabel dependen: 

Y: Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

 

Variabel 

Intervening: 

Z: Akuntabilitas 

Publik 

2. Motivasi Kinerja 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah 

3. Akuntabilitas Publik 

mampu memediasi 

pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah 

4. Nasir dan 

Gunawan 

(2019) 

Implementasi 

Good 

Governance dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Untuk 

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (Studi 

Kasus Pada 

Pemerintah 

Kabupaten 

Bandung Barat) 

Variabel 

independen: 

X1: Good 

Governance 

X2: Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah  

 

Variabel dependen: 

Y: Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

1. Good Governance 

berpengaruh positif  

signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

2. Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 

 

 

5. Kurniawan 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan Good 

Governance 

Government 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (Studi 

Kasus Pada Dinas 

Pertanian 

Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa 

Barat) 

Variabel 

independen: 

X: Good 

Governance 

 

Variabel dependen: 

Y: Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

1. Good Governance 

berpengaruh positif  

signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

 

Sumber: Penelitian terdahulu 
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2.8. Pengembangan Hipotesis  

2.8.1. Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Publik  

Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan good governance adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan 

efektif. Agung (2005) mengungkapkan tujuan dari diterapkan good governance 

dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel. 

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governance yang merupakan 

pertanggungjwaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk 

kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban terhadap 

pelayanan publik yang diberikan (Dwipayana dan Eko, 2003). Maka pemerintah 

sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk 

menyelenggarakan pemerintahan berdasar prinsip-prinsip good governance 

sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan 

akurat, maka visi dan misi serta tujuan pemerintah dapat tercapai.  

Hasil penelitian Nasir dan Gunawan (2019) dan Kurniawan (2014) 

menyatakan bahwa implementasi Good Governance dapat meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H1 : Good Governance berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas 

Publik 
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2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap 

Akuntabilitas Publik 

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas 

dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern 

yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Teori COSO mengemukakan salah 

satu komponen pengendalian yakni pemberian informasi dan komunikasi sebagai 

wujud tanggung jawab pengendalian intern. Manajemen membutuhkan informasi 

yang relevan, begitupula dengan masyarakat sebagai penerima layanan juga 

membutuhkan informasi yang berkualitas. Informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sehingga terjalinnya komunikasi yang 

terus-menerus (Boynton, et al., 2002). Melalui terwujudnya sistem pengendalian 

intern di lingkungan pemerintah yang bertanggungjawab maka tata kelola 

pemerintah daerah yang baik akan tercapai yang ditandai dengan tercapainya visi 

dan misi serta tujuan instansi pemerintah. 

Hasil penelitian Nasir dan Gunawan (2019) dan Noviyana dan Pratolo 

(2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas Publik  
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2.8.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi Pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang 

Halim dan Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai 

capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. 

Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer 

dalam menghasilkan pelayan publik yang lebih baik. Kinerja tersebut harus diukur 

dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Hal ini didukung secara tertulis dalam 

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah bahwa dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja melalui laporan 

kinerja sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih bertanggungjawab 

dan lebih berdaya guna. Akuntabilitas mendorong pada munculnya tekanan untuk 

pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan 

organisasi (Halim dan Syam, 2014). Kinerja organisasi pemerintah daerah yang 

dilihat dari laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauh mana organisasi 

pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini 

menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, organisasi pemerintah daerah 

memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga 

kinerja organisasi pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun 

pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi kinerja 

organisasi pemerintah daerah.  
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Hasil penelitian Damayanti (2017) dan Noviyana dan Pratolo (2018) 

menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H3 : Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ketapang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan analisa dari pengujian 

yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien positif 

dan nilai p-value <0,001. Semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip 

good governance akan meningkatkan akuntabilitas aparatur 

pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga dapat 

memberikan pelayanan publik yang baik dan tercapainya tujuan 

organisasi. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

koefisien positif dan nilai p-value <0,001. Kegiatan pengendalian 

yang dilakukan oleh pimpinan kepada seluruh pegawai melalui 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi komunikasi, dan pemantauan mendukung penyelenggaraan 

pemerintah akan mendukung pemerintahan yang bertanggungjawab 

sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi. 



 
 

 
 

3. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ketapang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien positif 

dan nilai p-value <0,001. Organisasi pemerintah daerah yang 

memiliki akuntabilitas akan mampu memberikan 

pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga 

mendukung tercapainya visi dan tujuan organisasi, maka kinerja 

organisasi pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penelitian ini dapat 

menjawab tujuan penelitian secara keseluruhan yaitu bahwa kinerja organisasi pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dipengaruhi oleh 

faktor good governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan akuntabilitas 

publik. Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan yang diajukan dalam 

kuesioner hampir semua menyetujui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatan 

Sipil Kabupaten Ketapang telah menerapkan good governance, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dan akuntabilitas publik. Melalui penerapan 

prinsip-prinsip good governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 

adanya akuntabilitas publik akan mampu meningkatkan kinerja pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Namun, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang juga perlu memberi 

perhatian lebih terkait kendala yang ada, seperti terdapat target kinerja yang belum 

tercapai dengan sempurna, proses pengendalian terkait otorisasi pihak berwenang 

terhadap transaksi dan aktivitas memang masih belum berjalan baik, serta 



 
 

 
 

rendahnya kepatuhan terhadap penerapan peraturan yang telah disepakati oleh 

pimpinan dan pegawai pada organisasi, karena kurangnya kedisiplinan pegawai di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Dengan kondisi 

ini terkait pelaksanaan program dan pencapaian target di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka perlu menetapkan kebijakan dan 

program kegiatan tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif 

dan efisien, sehingga upaya perbaikan serta komitmen peningkatan kinerja demi 

terwujudnya good governance dapat tercapai dengan baik. Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang juga perlu membuat kebijakan yang 

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi dan pengelolaan dokumen atas 

terlaksananya setiap aktivitas dan transaksi dalam organisasi. Setiap aktivitas dan 

transaksi yang terjadi dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, sehingga 

menjamin ketelitian dan keandalan data yang dihasilkan. Serta terkait masalah 

kepatuhan terhadap penerapan peraturan di lingkungan organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka perlu untuk 

meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui kewajiban mematuhi semua peraturan 

yang ditetapkan dan bila perlu memberi sanksi bila terjadi pelanggaran untuk 

periode selanjutnya. Dengan adanya kedisiplinan yang baik, semangat kerja, efisien 

dan efektivitas kerja yang meningkat, akan mendukung tercapainya tujuan 

organisasi. Dengan demikian maka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ketapang masih perlu untuk menerapkan good governance, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, dan akuntabilitas publik lebih optimal, agar 

kinerja dapat ditingkatkan.  

 



 
 

 
 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

Beberapa keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah:  

1. Karena peneliti memiliki keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak 

mendukung saat penyebaran kuesioner sehingga peneliti hanya 

meninggalkan kuesionernya kepada responden. Karena penelitian ini 

menggunakan kuesioner responden dapat menilai sendiri kinerjanya, 

yang berdampak pada jawaban responden yang kurang bisa 

menggambarkan fenomena yang sebenarnya. 

5.3. Saran Penelitian 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dlakukan, peneliti 

menyarankan sebagai berikut:  

1. Hasil R2 sebesar 0,51 mengindikasikan bahwa terdapat 49% 

variabilitas akuntabilitas publik yang dijelaskan variabel lain diluar 

model penelitian ini. Hasil R2 sebesar 0,18 juga mengindikasikan 

bahwa terdapat 82% variabilitas kinerja organisasi yang dijelaskan 

variabel lain diluar model penelitian. Sehingga, hal ini 

mengindikasikan terdapat peluang bagi peneliti selanjutnya untuk 

menggali variabel-variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh 

terhadap akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintah.  

2. Dalam penerapan good governance, Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan akuntabilitas publik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah berlangsung baik. Namun,  

terkait pelaksanaan program dan pencapaian target Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang perlu 



 
 

 
 

menetapkan kebijakan dan program kegiatan tahun berikutnya agar 

dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, serta adanya 

kebijakan yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi dan 

pengelolaan dokumen atas terlaksananya setiap aktivitas dan transaksi 

dalam organisasi, agar kinerja dapat ditingkatkan.  
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Mahasiswa  

 

 

Julianita Berthilla Claudya 



 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden  :  

Jabatan    :  

Lama menjabat   : 

Tanggal Pengisian  :  

Jenis Kelamin   : Pria / Wanita (lingkari salah satu) 

Usia    : 

Latar belakang pendidikan : 

a. < 25 tahun, …..tahun d.   46 – 55 tahun 

b. 25 – 35 tahun  e.   > 55, …..tahun 

c. 36 – 45 tahun 

Pendidikan Terakhir : 

a. SMP  d.   S1 

b. SMA e. Lainnya……… 

c. D3 

Lama Bekerja  : 

a. 2 – 5 tahun  d.   16 – 19 tahun 

b. 6  –  9 tahun  e.    ≥ 20 tahun 

c. 10 – 15 tahun 

 

 

 



 
 

 
 

II. Pertanyaan Kuesioner 

Terimakasih Bapak/Ibu Saudara/i telah berkenan meluangkan waktu untuk 

mengisi daftar pertanyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai 

dengan pernyataan ─ pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan 

tanda (√ ).  

Jika menurut Bapak/Ibu Saudara/i tidak ada jawaban yang tepat, maka 

jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan 

dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 4, dimana semakin besar angka 

menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan tersebut.  

Keterangan Sangat 

Tidak Setuju               

(STS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Setuju              

(S) 

Sangat 

Setuju (SS) 

Skor 1 2 3 4 

Kuesioner ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama pernyataan mengenai 

good governance yang terdiri dari delapan belas butir pernyataan. Bagian kedua 

pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari 

sepuluh butir pernyataan. Bagian ketiga pernyataan mengenai akuntabilitas publik 

terdiri dari sembilan butir pernyataan. Bagian keempat pernyataan mengenai 

kinerja organisasi terdiri dari delapan butir pernyataan. Skor jawaban adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

1. GOOD GOVERNANCE (X1) 

Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada 

pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. (Mardiasmo, 2009). 

No Pernyataan 
(1) 

STS 

(2) 

TS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

Partisipasi 

1 

Organisasi tempat saya bekerja membuka diri 

bagi masyarakat untuk memberikan data dan 

informasi sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan program kerja pemerintah daerah. 

    

2 

Seluruh pegawai di organisasi tempat saya 

bekerja memiliki peran yang aktif dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari 

memberikan pendapat dan kritik.  

    

Tegaknya Supremasi Hukum 

3 

Organisasi tempat saya bekerja menyusun 

peraturan daerah dan kebijakan publik lainnya 

demi kepentingan masyarakat. 

    

4 

Organisasi tempat saya bekerja menjamin adanya 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan telah dilaksanakan 

tanpa diskriminasi dan adanya benturan 

kepentingan. 

    

Transparansi 

5 

Organisasi tempat saya bekerja dalam 

menyelenggarakan pemerintahaannya segala 

proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara 

tertib, aman, dan terbuka. 

    

6 

Organisasi tempat saya bekerja menyediakan data 

dan informasi yang menyangkut penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat diperoleh 

dengan mudah oleh pengguna informasi. 

    

Daya Tanggap 

7 
Organisasi tempat saya bekerja terdapat sistem 

pengaduan masyarakat yang telah disusun dalam 

    



 
 

 
 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

8 

Organisasi tempat saya bekerja cepat dan tanggap 

menindaklanjuti kritik dan saran atas pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat. 

    

Berorientasi Pada Konsensus  

9 

Rencana kerja di Organisasi tempat saya bekerja 

disusun berdasarkan program dan kegiatan 

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan 

usulan program serta kegiatan yang berasal dari 

masyarakat. 

    

10 

Organisasi tempat saya bekerja membuat 

kebijakan dengan memperhatikan semua 

kepentingan masyarakat. 

    

Kesetaraan  

11 

Organisasi tempat saya bekerja menyusun 

program yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

    

12 

Organisasi tempat saya bekerja memberikan 

bantuan finansial maupun non finansial yang 

dapat diperoleh masyarakat dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan. 

    

Efektivitas dan Efisiensi  

13 

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program di 

organisasi tempat saya bekerja telah sejalan 

dengan penyusunan APBD dan target. 

    

14 
Penggunaan APBD pada organisasi tempat saya 

bekerja telah sesuai dengan alokasinya. 

    

Akuntabilitas 

15 

Pertanggungjawaban kinerja pada organisasi 

tempat saya bekerja dilaksanakan secara periodik 

melalui laporan kinerja dan disampaikan tepat 

pada waktunya. 

    

16 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada  

organisasi tempat saya bekerja telah berorientasi 

    



 
 

 
 

 

pada prinsip akuntabilitas dengan menerapkan 

standar operasional yang berlaku.  

Visi Strategi 

17 

Organisasi tempat saya bekerja menyusun visi 

dan misi yang bertujuan untuk pembangunan 

bekelanjutan. 

    

18 

APBD yang disusun dalam pengelolaan keuangan 

daerah telah ditetapkan sesuai dengan visi dan 

misi organisasi tempat saya bekerja. 

    

2. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (X2) 

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  (PP No 60 tahun 

2008). 

No Pernyataan 
(1) 

STS 

(2) 

TS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

Lingkungan Pengendalian 

1 

Organisasi tempat saya bekerja telah menerapkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. 

    

2 

Pada  organisasi tempat saya bekerja pelanggaran 

terhadap SOP sudah diberikan peringatan atau 

teguran. 

    

Penilaian Resiko 

3 

Organisasi tempat saya bekerja ada mekanisme 

untuk mengidentifikasi hambatan dalam 

pencapaian dari tujuan instansi. 

    



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Organisasi tempat saya bekerja terdapat 

penentuan batas dan toleransi untuk risiko 

kesalahan. 

    

Kegiatan Pengendalian 

5 

Pada   organisasi tempat saya bekerja Setiap 

transaksi dan aktivitas dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah telah 

didukung dengan otorisasi dari pihak berwenang. 

    

6 
Organisasi tempat saya bekerja telah menerapkan 

pemisahan tugas yang memadai 

    

Informasi dan Komunikasi 

7 

Pada   organisasi tempat saya bekerja informasi 

dikomunikasikan secara efektif antara bawahan, 

atasan maupun antar bagian. 

    

8 

Organisasi tempat saya bekerja telah 

menyelenggarakan rapat pengendalian yang 

diikuti aparatur pemerintah secara berkala. 

    

Pemantauan   

9 

Organisasi tempat saya bekerja telah melakukan 

evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaanya secara 

berkala. 

    

10 

Pemimpin dan atasan di   organisasi tempat saya 

bekerja melakukan pemeriksaan secara berkala 

atau dadakan terhadap aktivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

    



 
 

 
 

 

3. AKUNTABILITAS PUBLIK (Z) 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2018). 

No Pernyataan 
(1) 

STS 

(2) 

TS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 

1 

Organisasi tempat saya bekerja akan bertanggung 

jawab terhadap informasi maupun pencapaian 

kinerja. 

    

2 

Organisasi tempat saya bekerja akan menyajikan 

informasi maupun pencapaian kinerja kepada 

masyarakat. 

    

3 
Organisasi tempat saya bekerja konsisten 

terhadap peraturan/hukum yang telah dibuat. 

    

Akuntabilitas Proses 

4 
Organisasi saya bekerja melakukan kegiatan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

    

5 

Setiap periode organisasi tempat saya bekerja 

menyusun dan mempertanggungjawabkan proses 

kegiatan yang akan dilakukan. 

    

Akuntabilitas Program 

6 

Pimpinan/atasan dan para pegawai pada   

organisasi tempat saya bekerja secara bersama-

sama mempertanggungjawabkan setiap proses 

dan hasil dari suatu program/kegiatan di instansi 

    

7 

Pimpinan/atasan dan para pegawai pada   

organisasi tempat saya bekerja selalu terlibat 

bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu 

program/kegiatan/proyek. 

    

Akuntabilitas Kebijakan 

8 

Pimpinan/atasan dan para pegawai pada   

organisasi tempat saya bekerja mendiskusikan 

tentang kebijakan/peraturan sebelum diterapkan. 

    

9 

Kebijakan/peraturan yang telah disepakati oleh 

pimpinan/atasan dan para pegawai pada   

organisasi tempat saya bekerja akan diterapkan di 

instansi pemerintah untuk dipatuhi. 

    

 



 
 

 
 

 

4. KINERJA ORGANISASI (Y) 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program/kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam skema strategi. (Bastian, 2009). 

No Pernyataan 
(1) 

STS 

(2) 

TS 

(3) 

S 

(4) 

SS 

1 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

    

2 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja aktif dalam menanggapi keluhan 

masyarakat. 

    

3 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja bekerja dengan maksimal dalam 

menjalankan tugasnya. 

    

4 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja memanfaatkan waktu bekerja dengan 

efektif (mencapai tujuan awal) dan efisien.  

    

5 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja menekankan visi dan misi organisasi agar 

tujuan organisasi tercapai. 

    

6 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

fungsi pekerjaan. 

    

7 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja dalam memberikan pelayanan sudah 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

    

8 

Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya 

bekerja dapat mempertanggungjawabkan 

pekerjaan kepada atasan dan masyarakat. 

    



 
 

 
 

Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner Penelitian  

GOOD GOVERNANCE (X1) 

No GG1 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 

1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

6 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

26 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

29 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 
 

 
 

 

No GG10 GG11 GG12 GG13 GG14 GG15 GG16 GG17 GG18 

1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

13 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

20 4 3 4 3 4 4 3 4 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

29 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

 



 
 

 
 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (X2) 

No SPIP1 SPIP2 SPIP3 SPIP4 SPIP5 SPIP6 SPIP7 SPIP8 SPIP9 SPIP10 

1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

11 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

13 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

14 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

25 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

 



 
 

 
 

AKUNTABILITAS PUBLIK (Z) 

No AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 

1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 

5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

13 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

21 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

24 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

27 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

28 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 



 
 

 
 

KINERJA ORGANISASI (Y)  

No KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 

1 3 3 4 3 4 4 4 4 

2 3 4 4 4 4 4 4 3 

3 3 3 3 4 3 3 4 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 

5 3 3 4 3 3 3 4 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 4 3 4 3 4 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 4 4 3 4 4 4 4 4 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 4 4 4 4 4 3 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 3 4 4 3 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 3 3 3 3 4 3 3 3 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 

 



 
 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GG1 30 3 4 3,68 0,497 

GG2 30 3 4 3,64 0,498 

GG3 30 3 4 3,67 0,496 

GG4 30 3 4 3,66 0,495 

GG5 30 3 4 3,60 0,493 

GG6 30 3 4 3,63 0,490 

GG7 30 3 4 3,60 0,498 

GG8 30 3 4 3,57 0,504 

GG9 30 3 4 3,57 0,504 

GG10 30 3 4 3,60 0,498 

GG11 30 3 4 3,63 0,490 

GG12 30 3 4 3,61 0,491 

GG13 30 3 4 3,57 0,504 

GG14 30 3 4 3,60 0,498 

GG15 30 3 4 3,63 0,490 

GG16 30 3 4 3,57 0,504 

GG17 30 3 4 3,60 0,498 

GG18 30 3 4 3,69 0,492 

SPIP1 30 3 4 3,60 0,498 

SPIP2 30 3 4 3,69 0,499 

SPIP3 30 3 4 3,62 0,495 

SPIP4 30 3 4 3,60 0,498 

SPIP5 30 3 4 3,63 0,490 

SPIP6 30 3 4 3,50 0,509 



 
 

 
 

SPIP7 30 3 4 3,57 0,504 

SPIP8 30 3 4 3,60 0,498 

SPIP9 30 3 4 3,57 0,504 

SPIP10 30 3 4 3,60 0,498 

AP1 30 3 4 3,53 0,507 

AP2 30 3 4 3,47 0,507 

AP3 30 2 4 3,43 0,626 

AP4 30 2 4 3,47 0,571 

AP5 30 3 4 3,47 0,507 

AP6 30 2 4 3,43 0,568 

AP7 30 3 4 3,50 0,509 

AP8 30 3 4 3,51 0,507 

AP9 30 3 4 3,57 0,504 

KO1 30 3 4 3,53 0,507 

KO2 30 3 4 3,50 0,509 

KO3 30 3 4 3,50 0,509 

KO4 30 3 4 3,50 0,507 

KO5 30 3 4 3,53 0,507 

KO6 30 3 4 3,47 0,507 

KO7 30 3 4 3,53 0,507 

KO8 30 3 4 3,55 0,509 

Valid N 

(listwise) 
30    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas dan Average Variances Extracted (AVE) 

 

Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas Konvergen dan Validitas Diskriminan  

 GG SPIP KO AP 

GG1 (0.991) -0,057 0,001 0,058 

GG2 (0,901) 0,436 0,003 -0,531 

GG3 (0,905) -0,042 0,002 0,094 

GG4 (0,991) -0,057 0,001 0,058 

GG5 (0,854) -0,066 0,023 0,057 

GG6 (0,945) 0,385 -0,014 0,091 

GG7 (0,899) -0,041 0,030 0,004 

GG8 (0,938) -0,113 0,133 -0,122 

GG9 (0,948) -0,060 0,031 -0,042 

GG10 (0,896) -0,041 0,036 0,004 

GG11 (0,845) 0,385 -0,014 -0,014 

GG12 (0,898) -0,041 0,036 0,000 

GG13 (0,838) -0,045 -0,006 -0,061 

GG14 (0,995) 0,041 0,002 0,002 

GG15 (0,899) -0,041 0,030 0,000 

GG16 (0,898) -0,045 -0,061 -0,061 

GG17 (0,899) -0,041 0,030 0,002 

GG18 (0,997) -0,061 0,001 0,060 

SPIP1 -0,041 (0,899) 0,022 0,004 

SPIP2 -0,045 (0,938) 0,022 -0,006 

SPIP3 0,044 (0,897) 0,022 -0,036 

SPIP4 0,044 (0,897) 0,022 -0,036 

SPIP5 -0,077 (0,843) -0,044 -0,071 

SPIP6 -0,146 (0,940) 0,031 0,208 

SPIP7 -0,108 (0,846) -0,141 0,220 

SPIP8 0,044 (0,897) 0,022 -0,036 

SPIP9 0,034 (0,941) 0,017 -0,103 

SPIP10 0,044 (0,896) 0,022 -0,306 

KO1 -0,057 0,058 (0,891) 0,004 

KO2 -0,036 0,114 (0,954) 0,039 

KO3 -0,094 0,064 (0,837) -0,039 

KO4 -0,057 0,058 (0,891) 0,004 

KO5 0,436 -0,531 (0,801) 0,060 

KO6 -0,042 0,094 (0,905) -0,006 

KO7 -0,057 0,058 (0,891) 0,004 

KO8 -0,066 0,057 (0,954) -0,063 

AP1 0,257 -0,139 -0,026 (0,834) 

AP2 0,105 -0,174 -0,061 (0,845) 

AP3 0,214 -0,117 -0,027 (0,918) 

AP4 0,029 -0,199 -0,128 (0,949) 

AP5 -0,372 0,356 0,103 (0,836) 

AP6 0,198 -0,213 0,002 (0,918) 

AP7 0,182 -0,187 0,018 (0,938) 

AP8 -0,282 0,491 0,008 (0,905) 



 
 

 
 

AP9 -0,446 0,283 0,0143 (0,804) 

 

Lampiran 6 : Hasil Koefisien Determinasi R-Square  

 

Lampiran 7 : Hasil Uji Goodness of Fit  

 

Lampiran 8 : Hasil Uji Path Coefficients dan P-Values 

 

 

 

 

 



 
 

 
  




